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Salinan      PUTUSAN 

Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Bkl 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat 

tinggal di Perumahan - Blok C Nomor 1 Dusun -, Desa -, 

Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, disebut sebagai Penggugat; 

melawan 

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat 

kediaman di Jalan -1 Q, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota 

Surabaya, disebut sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

Telah memeriksa alat bukti Penggugat; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 

2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada hari itu 

juga dengan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Bkl, mengemukakan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Pada Tanggal 01 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan dan mencatatkan di Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Surabaya  berdasarkan Kutipan 

Akta Nikah Nomor - Tertanggal 01 Desember 2008; 

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di 

tinggal  di rumah orang tua Penggugat di - 6/14 RT/002 RW/004, Kelurahan -, 

Kecamatan -, Kota Surabaya selama kurang lebih 11 Tahun, kemudian tinggal 

di rumah Penggugat Perumahan - Blok C Nomor 1 Dusun -, Desa -, 
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Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan selama kurang lebih 4 Tahun, dan telah 

berhubungan layaknya suami istri dan telah  dikaruniai 3 anak: 

- Anak I, Laki-laki, Lahir di Surabaya, Tanggal 16 Agustus 2009, Pendidikan 

: SD 

- Anak II, Laki-laki, Lahir di Surabaya, Tanggal 16 Agustus 2009, 

Pendidikan: SD 

- Anak III, Perempuan, Lahir di Surabaya, Tanggal 02 Mei 2016, 

Pendidikan: Pelajar dan ketiganya diasuh oleh Penggugat;  

3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun kurang lebih sejak Tahun 2009 rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

disebabkan; 

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan 

November 2022, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 

Penggugat hanya mengandalkan penghasilan Penggugat; 

- Tergugat selalu keluar tanpa pamit kepada Penggugat sampai larut 

malam dan bahkan Tergugat tidak pulang; 

- Tergugat selalu membawa pergi barang-barang yang ada di rumah 

dimana Tergugat membawa 4 motor, laptop dan alat elektronik lainnya 

yang kemudian dijual oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat; 

4. Bahwa pada Tanggal Juni 2023  merupakan puncak perselisihan antara 

Penggugat dengan Tergugat dimana saat Tergugat berjanji tidak melakukan 

dan mengulangi lagi perbuatan Tergugat namun Tergugat ketahuan 

mengulangi kesalahan yang sama, hingga akhirnya Penggugat tidak tahan 

dengan sikap Tergugat dan Penggugat memilih untuk berpisah dengan 

Tergugat;  

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut,  rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya permohonan 

ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Tanggal 01 Juli 2023 

sampai gugatan ini diajukan (selama kurang lebih 6 Hari), dimana Tergugat 

saat ini pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pulang kerumah 

saudara Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat; 
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6. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada 

hubungan baik lahir maupun batin; 

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas,  Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi; 

Primair: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat 

(Penggugat); 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai 

dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku; 

Subsidair: 

Mohon putusan yang seadil-adilnya; 

  Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan 

Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah 

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara 

ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil; 

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk 

menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Abdul Hafid, S.H., 

M.H.I.) tanggal 28 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil; 

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk 

umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan 

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan 

jawaban secara tertulis yang isinya pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dicatat 

pada kantor urusan agama kecamatan - Kota Surabaya berdasarkan kutipan 

akta nikah nomor - tertanggal 01 desember 2008. 
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2. Setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak bertempat tinggal 

di rumah orang tua penggugat di - 6/14, melainkan tinggal di rumah kontrakan 

di jalan tanah merah gang kenikir selama kurang lebih  tahun dan kemudian 

tinggal di perumahan - kurang lebih 4 tahun dan benar selama menikah 

dikaruniai anak. 

3. Tidak benar hubungan penggugat dan tergugat selama ini harmonis, sejak 

bulan november sampai maret memang tergugat tidak memberikan gaji 

bulanan tapi tergugat selalu memberikan pendapatan harian kepada 

penggugat karena berada di tempat kerja yang sama atau satu perusahaan. 

Tergugat selalu pamit jika keluar malam hanya saja tidak pernah bilang akan 

berjudi 

Benar untuk laptop dan alat elektronik lainnya saya jual tanpa seizin 

penggugat sedangkan untuk motor tidak benar saya jual tanpa seizin 

penggugat. 

4. Benar tanggal juni 2023 saya berjanji untuk tidak berjudi lagi 

5. Benar saya berpisah sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai gugatan ini di ajukan 

karena saya merasa situasi sedang panas. 

Maka berdasarkan deskripsi di atas, tergugat mengajukan permohonan 

kepada pengadilan agama Bangkalan berkenan memberi putusan untuk:  

1. Menolak permintaan penggugat untuk menjatuhkan talak 1 satu bain suhgro 

tergugat (Tergugat) terhadap penggugat Penggugat) 

2. Mohon ketua majelis hakim untuk memberi kesempatan tergugat untuk 

mempertahankan rumah tangga 

3. Saya sebagai tergugat menyadari semua kesalahan dan kekhilafan saya dan 

saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dengan perjanjian 

tertulis dan disaksikan oleh pengadilan. 

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik 

secara tertulis yang isinya pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Pernyataan yang benar dari Tergugat; 

2. Pernyataan yang benar dari Tergugat. Izinkan saya perjelas pada point ini. 

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung tinggal sendiri di rumah 

kontrakan, terhitung sudah pindah 4 kali rumah kontrakan, sebelum akhirnya 
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menempati rumah sendiri di Perumahan - Blok C1, Bangkalan. Yang mana 

sudah sejak awal pernikahan tersebut Tergugat sudah memiliki kebiasaan 

berjudi hingga mengabiskan harta berharga seperti kendaraan dan beberapa 

alat elektronik seperti handphone. Bahkan setelah dikaruniai 3 anak, 

kebiasaan Tergugat dalam berjudi juga tidak berubah; 

3. Rumah tangga selama 15 tahun, kebiasaan judi Tergugat masih terus 

dilakukan. Untuk pendapatan memang masih diberikan, tapi tidak 

sepenuhnya. Mohon maaf, menurut saya pernyataan yang ditulis oleh 

Tergugat adalah pernyataan bodoh, istri mana yang akan mengizinkan 

suaminya pergi untuk berjudi. Jadi selama pergi diluar jam kerja, Tergugat 

berpamitan untuk mencari uang tambahan. Tentu dalam hal ini Tergugat bisa 

menghabiskan handphone dan motor, sampai tidak bisa pulang. Akhirnya 

Penggugat harus mencari uang untuk menebus handphone dan motor yang 

digunakan untuk berjudi. Karena dua barang tersebut digunakan untuk 

bekerja. Dan hal ini terjadi berulang kali selama 15 tahun berumah tangga. 

Untuk barang elektronik (handphone, playstation3), laptop) sudah diakui oleh 

Tergugat, sedangkan untuk motor, pernyataan Tergugat tidak benar 

sepenuhnya. Karena sering kali terjualnya motor terjadi seperti penjelasan 

Penggugat di atas. Hanya beberapa kali Tergugat berjudi terlebih dahulu, baru 

meminta izin Penggugat untuk menjual motor agar bisa membayar utang hasil 

berjudi; 

4. Tergugat sudah mengakui. Hal-hal yang disepakati sudah jelas tertera di surat 

perjanjian. Dan saya berani bersumpah demi Allah SWT bahwa surat 

pernyataan itu dibuat sendiri oleh Tergugat, tanpa paksaan dari saya 

Penggugat atau pihak manapun; 

5. Tergugat sudah mengakui. Tapi alasannya saya rasa kurang gentle. Tergugat 

sebagai sosok suami harusnya bertanggungjawab terhadap keluarga. Apalagi 

masalah ini Tergugat sendiri yang menyebabkan. Tapi karena memang 

pribadi Tergugat yang pengecut, selalu saja menghilang jika terjadi masalah 

seperti ini. saya memberikan pernyataan ini karena sudah berulang kali 

selama 15 tahun berumah tangga, masalah ini terjadi. Dan untuk kali ini saya 
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sebagai Penggugat merasa sudah pada batas kesabaran, hingga mengajukan 

surat cerai kepada Tergugat; 

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik 

secara tertulis yang isinya pada pokoknya sebagaimana tercantum secara 

lengkap dalam berita acara sidang perkara ini; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: 

A. Surat 

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor -, tanggal 01 Desember 2008, yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Surabaya. 

Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah 

dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan 

diberi kode bukti P.1; 

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor - 

tertanggal 04 Juni 2023, yang keluarkan oleh Kepala Desa -, Kabupaten 

Bangkalan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos 

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua 

Majelis diberi tanda P.2; 

B. Saksi 

Saksi 1 Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu 

Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Perum - Blok C2, Dusun Pong-, Desa 

-, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah 

adik ipar Penggugat; 

 Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah 

dikaruniai 3 (tiga) orang anak; 

 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal 

menikah, mereka sering bertengkar; 

 Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; 

 Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering main judi; 
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 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) 

bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah; 

 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak 

pernah lagi saling berkomunikasi; 

 Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun 

kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

Saksi 2 Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan 

Swasta, bertempat tinggal di Perum - Blok C2, Dusun Pong-, Desa -, 

Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah 

adik kandung Penggugat; 

 Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah 

dikaruniai 3 (tiga) orang anak; 

 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal 

menikah, mereka sering bertengkar; 

 Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; 

 Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki kebiasaan main judi; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 

Juni 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah; 

 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak 

pernah lagi saling berkomunikasi; 

 Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun 

dan kumpul kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat tidak 

mengajukan alat bukti apapun; 

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan 

bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang 

pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat; 
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal 

sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan 

Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan; 

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara 

Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh 

upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Mediasi, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih      

H. Abdul Hafid, S.H., M.H.I. dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 

Juli 2023, yang dibuat oleh Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan 

bahwa mediasi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara 

sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan 

Tergugat pada setiap tahap persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh 

ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 

82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan 

surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan 

mejatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan bahwa Tergugat sering 

berkata-kata kasar dan menghina Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan 

Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang 
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lalu sampai dengan sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak ada komunikasi apalagi saling menjalankan kewajibannya 

sebagaimana layaknya suami-istri; 

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya 

membenarkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat 

dan Tergugat, namun keberatan bercerai dengan Penggugat; 

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh kedua 

belah pihak adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana 

ketentuan Pasal 174 HIR., sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, maka pihak 

yang mendalilkan harus membuktikannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 

HIR.; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1)  

Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan 

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan 

kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga/orang 

dekatnya; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan 

Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan para saksi yang 

dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di 

bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah 

bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan ketentuan 

pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai 

dengan ketentutan pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya bukti tersebut dapat 

diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 

merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang 
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sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR juncto Pasal 

1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan 

pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi 

yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai 

dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto 

pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, 

sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat 

dalam perkawinan yang sah; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili 

atas nama Penggugat, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai 

nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti 

Penggugat adalah penduduk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dan 

berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, 

Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Bangkalan berwenang secara 

relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; 

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan 

bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekcokan dan 

pertengkaran dan sudah berpisah rumah kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun sekalipun 

oleh Majelis Hakim Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti;  

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan 

keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya telah 

saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain 

serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan 

Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat 

serta pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: 
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah 

dikaruniai 3 (tiga) orang anak; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis 

sejak awal menikah, keduanya sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya 

karena Tergugat suka bermain judi; 

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 

sejak 3 (tiga) bulan yang lalu; 

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan 

saling mengunjungi atau berhubungan lagi; 

- Bahwa Majelis Hakim, Mediator dan pihak keluarga telah berusaha 

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah 

tangga, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk 

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi 

oleh aqad yang sangat kuat (mitsâqan ghalidzan) antara suami dan istri. 

Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman 

jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih 

sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 

yang berbunyi:  

وَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِى ذَالِكَ لََيََاتٍ  نْ انَْفسُِكُمْ ازَْوَاجًالِّتسَْكُنوُْا الَِيْهَا وَجَعلََ بَيْنكَُمْ مَّ وَمِنْ ءَايَاتِهِ انَْ خَلقََ لكَُمْ مِّ

 لِّ َوْمٍ يَتفَكََّرُوْنَ 

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”; 

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci 

antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (vide 

Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri 

pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima 
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segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk 

membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya; 

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa”; 

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk 

membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi minimal oleh dua hal, 

yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap 

saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi 

perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri 

dalam mewujudkan tujuan perkawinan; 

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah 

antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus 

yang sudah tidak dapat didamaikan lagi; 

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang pecah harus memenuhi 

tiga unsur yaitu suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran, 

perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus serta 

perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat 

dirukunkan kembali; 

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan oleh 

Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, 

sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istr, salah satu atau 

masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah 

terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, adanya hal-hal yang 

ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan 

lain-lain; 

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah 
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ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 

sejak awal pernikahan yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat 

tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan selama itu pula keduanya 

tidak lagi saling memperdulikan; 

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya 

perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat 

berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah 

tanpa memperdulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan 

tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami 

istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama 

dalam menjalani ikatan perkawinan; 

Menimbang, bahwa, terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan 

Tergugat saat ini, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, 

serta telah pernah ada upaya damai oleh mediator yang ternyata tidak 

mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian 

dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tanpa saling memperdulikan 

lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, 

sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka; 

Menimbang, bahwa sikap Penggugat selama persidangan menunjukkan 

keinginan yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Tergugat dalam 

jawaban dan kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, 

namun Tergugat tidak berupaya secara maksimal menunjukkan usahanya agar 

rumah tangganya dengan Penggugat dapat kembali rukun, maka 

mempertahankan perkawinan dengan kondisi demikian akan sia-sia belaka 

karena tidak tercapai tujuan dari sebuah perkawinan; 

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan 

bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan 

kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, 

in casu rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi 
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rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam 

keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan 

Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat Imam Abi 

Ishaq al-Syirazi dalam Kitab al-Muhazzab, jilid II, halaman 81, yang telah diambil 

alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut: 

اذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ال اضي طل ة  

Artinya:  “Apabila istri sudah sangat benci kepada suaminya, Hakim boleh 

menjatuhkan talak satu baginya”; 

Manimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan 

tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan 

lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak 

lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. 

Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat 

mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana 

dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

tidak ada lagi; 

 

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, 

Majelis Hakim berpendapat bahwa indikasi retaknya suatu rumah tangga 

sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya 

perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat serta tidak 

adanya lagi harapan dan manfaat (mashlahat) untuk mempertahankan atau 

merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan 

batin kepada Penggugat (mafsadat); 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga berpegang pada 

salah satu kaidah fiqh yang mendahulukan untuk menghilangkan mafsadat   

dari pada mengambil kebaikan (maslahat) sebagai berikut: 
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درء المفاسد م دم على جلب المصالح 

Artinya: “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan 

dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, 

hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak 

tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta 

yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim 

mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai 

pertimbangan dalam putusan ini; 

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 

Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya 

sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya 

gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi 

Hukum Islam, karena talak tersebut dijatuhkan oleh pengadilan dan antara 

Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi 

perceraian, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat 

terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang 

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 
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Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini. 

MENGADILI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat 

(Penggugat); 

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp.940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). 

 

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 

Miladiah bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Hj. Nurul 

Laily, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Drs. Ainurrofiq 

ZA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada 

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para 

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Utik Inayatin, S.Ag., M.H. sebagai 

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. 

Ketua Majelis, 

ttd 

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H. 

Hakim Anggota  

ttd 

Drs. H. Farihin, S.H 

Hakim Anggota  

ttd 

Drs. Ainurrofiq ZA 

Panitera Pengganti, 

ttd 

Utik Inayatin, S.Ag., M.H. 
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Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  Proses : Rp 100.000,00 

-  Panggilan : Rp 770.000,00 

-  PNBP : Rp 20.000,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 10.000,00 

J u m l a h : Rp 940.000,00 

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). 
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